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A. Kesimpulan 

 

1. Bahwa dalam hal penanganan pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu 

LimaPuluh Kota dari 10 kasus, hanya 1 kasus berasal dari temuan yang 

dinaikkanke tahap penyidikan hingga pemeriksaan oleh pengadilan. Dimana 

ditemukanbukti-bukti pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana 

dijelaskan dalampasal516Undang-

UndangNomor7TahunTahun2017tentangPemilu.dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 

5.000.000;(limajutarupiah)denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kemudian pada 

tahapbandingMajelisHakimPengadilanTinggiPadangmemutuskanbahwamene

rima permintaanbanding dari Penuntut Umum tersebut, menguatkanputusan 

Pengadilan NegeriTanjungPatiNomor57/Pid.Sus/2019/PNTjptanggal31 Mei 

2019 yang dimintakan banding tersebut. 

2. Dalam hal penanganan pidana Pilkada oleh Sentra Gakkumdu Lima 

PuluhKota dari 6 kasus, hanya 1 kasus berasal dari temuan yang dinaikkan ke 

tahappenyidikan hingga pemeriksaan oleh pengadilan. Sebagaimana yang 

diaturdalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 

tentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 

2017tentangKampanyePemilihanGubernurdanWakilGubernur,BupatidanWak

ilBupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,dan Peraturan Komisi 



 

 

 

 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam 

Kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease(Covid-19).Tahap 

penyidikan dilakukan dan ditemukan bukti-bukti pelanggaran tindak pidana 

pilkada sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187A ayat (1) juncto pasal 

73ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

KeduaAtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang.Didalam 

pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati, terdakwa terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan sengaja 

memberimaterilainnya kepada Warga Negara Indonesia untuk 

mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu”sebagai mana 

ketentuan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan 

dan menjatuhkan pidana denda sebesarRp5.000.000,- (limajutarupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana 

kurungan selama 1 (satu) bulan. Kemudian pada tahap banding Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Padang memutuskan bahwa menolak permintaan 

banding dari Penuntut Umum tersebut,dan menguatkan Putusan 



 

 

 

 

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor:12.Pid.Sus/2021/PN. Tjp tanggal 28 

Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut. 

B. Saran 

 

1. Penanganan pelanggaran pidana pemilu dan pilkada oleh Sentra 

Gakkumdu Lima Puluh Kota diharapkan memiliki sumber daya 

manusia(SDM) dengan kualifikasi pendidikan di bidang hukum. Sehingga 

prosestahapan penanganan pidana pemilu dan pilkada bisa berjalan 

dengan baik sebagai mana mestinya tanpaterjadi perdebatan terhadap 

perumusan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu yang dianggap multitafsir bagi pemahaman anggota Sentra 

Gakkumdu LimaPuluh Kota. 

2. Diharapkan adanya revisi atau perbaikan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun2018 

tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadutentang Pemilu serta Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

3. Peran dan Fungsi Sentra Gakumdu perlu ditingkatkan dengan menjadikan 

institusi sebagai pusat aktifitas penanganan tindak pidana pemilu. 

Langkah ini diyakini akan dapat meningkatkan efektifitas penanganan 

tindak Pilkada dan Pemilu, dibandingkan jika Sentra Gakkumduhanya 

sebagai wadah untuk menyamakan pandangan antar unsure Sentra 

Gakkudusemata. 



 

 

 


